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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAERAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 ; g2z /01/DIKFORA/ 2021

TENTANG
FENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA AQWAM
DUSUN GITAK DEMUNG DESA CENGCELANG KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang @ a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 angka [3) hurul d dan
berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil
Penilaian Nomer: 420/110/01/Dikpora/2021 tanggal 05
Februari Tahun 2021, menyatekan bahwa Sekolah Dasar
'slam Bina Cendekia Agqwam Dusun Gitak Demung Desa
Genggelang Kecamatan Ganggza Kabupsaten Lombok
Utara dipandang telah memenuhi kriteria pErsyaratan
urtuk diberikan izin mendirikan satuan pendidikan.

L. bahwa untuk kelancarsn administrasi dan pembinaan
serta memberikan kewenangan kepads Sekolah Dasar
Islam Bina Cendekia Aqwam Dusun Gitak Demung Desa
Cenggelang Kecarmatan (anggzs dalam melaksarakan
kegiatan prores layanan penyelenggarasn pendidikan
jenjang pendidikan dasar, dipandang perlu menerbitkan
Surat Keputusan tentang Fenetapan Izin Pendidan
Pendidikan Sekolah Dasar Islain Binz Cendekia Agwam
Dusun Citak Demung Desa Cenggelang Kecamatan
Gangga Kabupaten Lombok Utara; :

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b periu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Clahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Petietapan
Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dssar Islam Bina
Cendekia Acwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,

Mengingar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negare Indonesia Nomor 4301};
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di



un

L)

10.

11,

Provinsi Nusa Tenggara Harat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 normor 99, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indoresia nomor 4872
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Caerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Wndang Nomer @ Tehun 2015 tenteng Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5579 ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapstan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Eepublile Indesesia
Tahun 2016 Nomor 206, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 3948,

Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar sebapaimana telah diubah dengan
Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 1008 !
Peraturan Femerintah Nomor 19 Tahua 2005 lentang
Standar Nasicmel Pendidikan (Leribaran Negara Republik
Incdonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sehagsimena
telahh beberzpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Femerintah Nomor 13 Tshun 2015 tentang Perubahan
Xedua Atas Peraturen Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5670);
Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahen antara Pemerintah,
Pemerintah Daersh Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Perdanaan Pendidikan {Lembaran Negarza Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lerrbaran
Negara Republik Indoresia Nomor 4864;

Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Pengelclaan dan Penyelenggaraan Fendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahar Lembaran
Negara Nomor 5105, sebagaimsna telah diubsh dengarn
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaar dan Penyelenggaraan
Pendidikan |Lembaran KNegare Tahun 2010 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintsh Nemor 61 Tahun 2010 tentang
Peleksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 92, Tambahan
Lembaran Negarzs Republik ladonesia Nomo: 2149}
Peraturan Pemerintal, Nomor 18 Tzhun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



12,

14,

16.

17.

18,

198:

20,
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22.

23,

24,

Tahur 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repukblik Indunesia Nomer 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemnbinaan dan Pengawazarn Penyelenggarazn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Neomor 73, Tambahan Lembaren
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah. Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (i.embaran Negara Republik
indenesia Tahun 2018 Nemor 2, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudavean (Lemharan
Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomer 13)
sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan Presiden
Nomer 10! Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturen Presidem Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayvaan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomer 192);
Peraturen Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang
Penguatan Pendidikan Harakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1935};

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 168 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akacemik dan Kompetensi Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
[ndonesia Nomor 19 7T
Pengelolaan Pendidikan:
Peraturan Menteri Pe
Indonesia Nomor 24 Tah:

Republik
n 2007 tentang Standar

dikan Nasional Republik
1007 tentang Standar Sarana

dan Prasarana untu Sekolah  Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI) Sekeclah Menengah
Pertama/Madrasah Tsan ih (SMP/MTs|, dar. Sekolah
Menengeh Atas/ Madrasa: vah (SMA/MA};

Peraturan Menteri Pendicd
2007 tentang Standar
Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendic
2008 tentang Pembinaar
Peraruran Menteri FPendi

i Nasional Nomor 50 Tahun
gelolaan Pendidikan Oleh

| Nasional Nomor 39 Tahun
awaan:

Indonsia Nomor 36 T
Pendirian, Perubaha;
FPendidikan Dasar da
Peraturan Menter:

57 Tahun 2014
Dasar/Madrasah Ibtic;
Feraturan Menteri Penc
62 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Dassr dan Me:

in Penutupan
ah;

dan Kebudayaan Republik
2014 tentang Pedoman
Sztuan

dan Kebudavaan Nomer
irikulum 2013 Sekolah

dan kehudavaan Nomor
- Ekstrakurikuler pada

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer

63 Tahun 2014

- tentang  Kepramuksar sebaga

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikar Dasar dan

Pendidilkan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Xebu cavaan Nomoar
79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;



Menetapkan

HKESATU

29

30,

31,

32,

33.

o,

36

Peraturan Menteri Pendididikan dan Kebudayaan Nomer
160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006
dan Kurikulum 2013:

Peraturan Merteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
=3 Tahun 2015 ientang Penilaian Hasil Belajar oleh
Fendidik dan Satuan Pendicikan pada Pendidikan Dasar
dan Menengalh; "

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayvaan Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Selolah
Bagi Siswa Daru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 839}

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetens: Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Feraturan Menteri Pendidikan darn Kebudavaan Nemor
21 Tahun 2016 tentang Standar lsi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Pertauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tehun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikasn
Dasar dan Menengah:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karskter
Pada Satuan Pendidikan Formal:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Stancar Teknis
Peleyvanan Minimal Pendidikan:

Peraturan Menteri Pendidilan dan Keoudayaan Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Permendikbud Nomer 24 Tshun 2015 tentang
Kompetensi Int! dan Kompetensi Dasar

Peraturan Deerah Kahupaten Lombok Utara Komor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan dan Susunan
Perangkat Deerah Kabupaten Lombok Utara |Lembaran
Daersh Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor | 43
Tembahan Lembaran Daerah Kabupsten Lamhbok Utara
Nomor 62);

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Kedudukan dan Susunan Orgenisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Utsre (Berita Daerah
Kabupaten Lombok (Jtara Tabun 2016 Namor 12).

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTAKG PENETAPAN
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA
AQWAM DUSUN GITAXK DEMUNG DESA GENGGELANG
RECAMATAN GANGGA KABUFATEN LOMBOK UTARA
Pemegang lzin Pendirian Pendidiken berkewajiban:

b

Menyelenggarekan proses kegiatan penyelenggaraan
pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati
ketentuan  peraturan perundang-undangan vang
berlakuy;

Mengirim laporan berkala sesuaj dengan peraturan
yang berlaku;

Dalam melaksanaken lavanan proses penyelenggaraan



pendidikan dilaksarnalan PENEAWASEN dan
pengendalian cleh Pemerintah;
KEDUA : Pznetapan Izin Pendirian gsatuan pendidikan ini,
ditindaklanjuti dengan pemberian Izin  Operasional
Penyclengegaraan Pendidikan.

KEETIGA :  [in Operasional Penyelenggaraan Fendidikan berlaku selama
3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
KEEMPAT : Izn Pendirian dan Ijin. Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan dapat di cabut kembali cleh Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Xabupaten Lombok Utara apabila
dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidiken terdapat
penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan

vang berlaku;

KELIMA : Apabila terdapat kskeliruan dalem keputusan ini akan
diadakan perbailkan scbagaimana mestinva;

KEENAM . Keputusan ini berleku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Gangga
nggal, 10 Februari 2021 M
o 27Jurnadil Akhir 1442 H

TEMBLISAN disampaikan kepada Yth :

Bupati Lombok Utara di Tanjung;

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Ketua DFRD Kebupaten Lombok Utara di Tanjung;

Insfektur Insfektorat Kabupaten Lombak Utara di Tanjung

Kepala BAFFEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utars;

Kepala 3DI Qur'ani Darul Musthafa Dusun Kento Darul Mujahidin Desa
Genggelang Kecamatan Gangga
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMEOK UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) .cvocvesnniees FAR [03T0] ovrrarenronrans
E mail! dikbudpora lwrrabos. cs.id web site: weer.lombolitaraleab.go.id

IZIN OPRASIONAL
SEEKOLAH DASAR ISLAM BINA CENDEKIA AQWAM
Nomor : 421 [ 11z jOl/DIKPORA/2021

Balrwa Derdasarkan Kepulussn Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

-‘; Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 421/023/01/DIKPORA/2021 tanggal

10 Februari 2021 tentang Penstapan Izin Pendirian Seknlah Dasar Islam Bina

. Cendekia Agwam Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga

Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Dlahraga Rabupaten Lombok Utara memberikan ljin Operasional kepada;

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Bina Cendekia Agwam
NPSN P

No. Statistik Sekolah 2 -

Dusun : Gitak Demung

Desa ¢ Genggelang Kecamatan Gangga
Kabhupaten : Kabupaten Lombok Utara
Provinei ¢ Nusa Tenggara Barat

Dengen diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Sekalah Dasar Islam .
Bina Cendelda Aqwam dapat melaksanalkan pengelolaan dan penvelenggaraan &

pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

[jin Oprasional i digunakan sebagal dasar uniuk mendapstkan Nomor g
Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN| setelab didafiar di Aplikasi Daftar Pokek

Pendidikan [DAPODIK)
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Surat [in Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak

tangegal diterbitkan. dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan
penvelengzarean pendidikan tidak sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlalu, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 11 Fernuar 2021
20 Jumadil Akhir 1442H
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